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A. Latar Belakeng Masalah

Islam merupak~n agama yang sempurna, Kkeberadaannya
merupakan rahmat bagi semua alam dan umat manusia, sehingga
Islam juga menetapkan aturan hukum yang mengatur prilaku
manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang tidak 2ken
lepas dsri benturan-benturan hak dan kewajiban antara satu
dengan lainnya, agar ketentraman dan ketertiban dapat
tercipta.

Agama Islam yang bersifat universal itu, sesueai
dengan fitroh manusia dan cocok dengan tuntutan heti nurani
manusi® seluruhnya, sebagali makhluk ciptaannya dalam
menerima agama tuhan yeng hak. Sementara hukum yong
ditetapkan Allah merupakan norma individu dan masyarakat
Yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan dimuka bumi
ini, karena hidup sesuai dengan hukum Islam berarti hidup
vang sesual dengan perintahwEya.

Dalam pandangan Islam, hukum Islom merupakan ke~
hendak tuhan yang diwshyukan. Sebagai sistem yang menjndi
kKetentuen tuhan, ia mendahului bukan didzhului negara
Islam dan ia mengéntrol bukan dikontrol oleh wumat Islam,
maka disini tidak Dberlaku suatu konsep bahwa hukum ber-
evolusi sebagai sejarah yang terkait erat dengan kemajuan

dan kemajemukan pemikiran ahli hukum yang dipengaruhi oleh



kemajuan masyerakat ( Xoel j. Coulson, 1987;2 ).Hukum Islam
yang dalam istilah fiqih disebut syariatislam, yang me-
rupakan sekumpulan aturan prilaku umat manusia dalam se-
mua aspek kehidpam baik individu atau kolektif (Yﬂsuf;MusaQth
1991: 23). /

Tujuan ditetapkan hukum Islam itu tidak hanya mene-
gakkan suatu masyarakat agar sesuai dengan cara tertentu
semata, melainkan lebih jauh lagi Jjangkauannya, yakni fak-
tor-faktor yang berkaitan dengan individu dan masyar«kat,
bahkan kemanusiasn pada umumnya selalu dipertimbangkan ge-
bagai penetapannya, yang satu sama lain saling keterkaifan
sehingga semua pihak dapnt tFrwujud,(Hanafi%\j970:1?—13).

Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, hal ini dide-
sarkan realita bahwa hukum Islam memiliki banyak keisti-
mewaan, dan yangrterpenting lagi hukum Islam ditempatkan
Pada posisi yang paling sentral, halini sesuai dengan ksrak-
teristiknya yang insani, baik mengenai manusia sebagai per-
son atau anggota masyarakat. Dalam hukum Isalam manusia itu
tidak hénya ditempatkan sebagai subyek hukﬁm tetapi juga
sebagail obyek hukum (Hasbi Asy-Syidieqiy 1986: 157).

Salah satu bagian deri hukum Islam, juga membicara=
kan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman atau sangsi hukum
vagi pelaku tindak pidaena, dengan sangsi hukum di akhirat
dalam bentuk vang membangkitkan jiwa kaum muslimin perasaan
takut yang dalam, dan hukum Islam juga menetapkan hukuman

duniawi bagi pelaku kejahatan, sehingga kedua bentuk hukumsn



tersedut bisa saling menopang bagi penumpasan dan pencega-éﬁréaé?

hen terjadinya pelanggaran (M(\Syaltut 1986 4102/;gifndiﬁ§x4@8
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Aakan tetopi tidak semua hukuman itu dapat dijatuh-
kan bagi pelaku kejahatan atau pembuat jarimah, boleh jadi
hukuman itu dapat diperingan atau bahkan dibebaskan dari
hukuman bagi pelaku atau pembuat jarimah (R. Tresna, 1959:
168) . Di dalam hukum Islam masalah ini tidzk diataur dalam
aturan yang khusus, hal ini bukan berarti penghapusan huku-
man itu tidak berarti dalem Islam.

Di kalangan fugaha tidak dikenal secara khusus me-
ngenai penghapusan hukuman. Di sana hanya dikenal dengmn
tidak dihukum atau tidek dapat dikenai hukuman bagi pelaku
atau pembu«at jarimeh, hal ini karena ada suatu hal y-ng da=
pat menggugurkn hukumannya égéi?yaltut 198632 442).,

Disisi lain KUHP merupakan hukum pidane .yang ber-
laku di Indonesia, dan merupakan hukum yang patut dipstuhi
oleh semua warga negera. Sebab kepatuhan kepsda hukum di-
mana dia berada merurakan kewajiban bagi semua orang yang
berada~dibnwah kekuasa2an hukum tersebut, déngan demikian
aturan hukum serta sangsi hukum yang dalam KUHP itu juga
merupskan sumber hukum yang wajib untuk dipatuhi.

Pl dolam KUHP torcsebut telsh diatur mengenai segala
pelanggsran dan sangsi hukumnya, begitu juga mrngennai peng-
hapus n hukuman atan gugurnya menjalankan hukuman, Menurut
LUHP pvenghapusan hukuman atzu yang lebih dikenal dengan

dengzn kata-kata tidak dikenakan hukuman itu ddpat diberi-



kan kepada pelaku kejahatan dengan sebab-sebab tertentu yang
mengakibatkan hilangnya hak menjaleni hukuman (R. Trisna,
1959: 156) . Faktor-faktor yang menghapuskan hukuman tersebut
tidek merubah sif=t perbuatan pidana, tetapi ia tetsp meru-
pakan perbuatannyang herus dihukum, hanya karen=z adanya
faktor-faktor yang menghilangkan dosa dari orang yang
berbuat itu maka perbuatan itu terhindar dari sangsi hukum
atau hukuman ( T?esn%%;j959: 156) . ‘

Dalam titel ke tiga dari buku pertama KUHP hanya
menyebutkan : alasan-alasan dari yang menghapuskan pidena
&Moelyatno, 1987: 137). HEal ini sesuai dengan keadaan dari
KUHP itu sendiri yang hanya memuat secara ringkas dan jelas
tentang nukuman dan penghapusannya.

Pada dasarnya penghapusan hukuman menurut hukum
pidena Islam dan menurut KUHP adalah merupakan gugurnya ke-
wajiban untuk melaksanakan hukuman (B Utrech, 1986: 214),
Ada dua hal yang sangat mendassr pads kedua hukum di~tas,
yang mapa.hukum Islam bersumber pﬁda Al-gur'an dan Sunnah
Nabi yang harus dipatuhi oleh setiap muslim, sedangkan KUHP
merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bersumber deri
akal hudi manusia itu sendiri yang harus dipatuhi oleh se-
tiap warga negara Indonesia.

Yang kedua mengenai suatu sangsi hukum yang dapat . °
dihapuskan hukumannya dalam hukum pidena Islam itu belum
tentu d@rat dih=puskan hukumannya dalam KUHP, Mengingat ke-
dua hukum tersecbut dilatar belakangi oleh suwrber hukum den
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xonsep yang berbeda mengenai bagaimana penghapusan hukumsn
dsn alasan-akasan yang bagaimana dalam hukum Islam dan XUHP
dapat menghapuskan hukuman, maka menarik untuk dikaji lebih
Jjauh agar dapat menemukan persamsan dan perbedaan atau bah-
Kan menceri titik temu, sehingga berguna nantinya dalem
perkembangan hukum di Indonesia, minimal akan dapat menambeah

cakrawala yang lebih luns bagi pengguna.,

B. Identifikasi Masalah

Berpijak dari uraian diatas akhirnya muncul bebers-

pa persoalan masalah yﬁng antara lain yaitu :

1, Dasar hukuwrn pengh=pusan.

2. Pengertian hukuman dan macam-macamnya.

3. Ketentuan alasan yang dapat menghapuskan hukuman.

4. Konsep penghapusan hukumsn menurut hukum pidana Isal=m
dsn ms<nurut KUHP.

5. Aikibat hukum dari kedua konsep tersebut.

©. Persamaan dan perbedaan alasan-alasan yang mengakibatkan
penéhapusan hukuman .

7. Macam-m-cam alasan penghapusan hukuman menurut

hukum pid=na Islam dan KUHP.

C. Pembatasan Masalah

Maszlrn yang akan diteliti adalsh penghapusan hu-
kumsn menurut hukum pidena Islam dan menurut hukum pidana
Indonesia, agar pembahasan tidak terlalu luas maka studi

ini aksn membatasi diri pada konsep kedua hukum, meli utis
b



1. Ketentuan-ketentuan penghapusan hukuman dalam hukum
pid:na Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Persamaan dan perbedaan penghapusan hukuman dalam hukum

pidana Islzm dan pidana Indonesia.

D, Perumusan Magalah

Agrr l¢bih pralitis dan terorganisir, maka mAagalah
studi ini dirumuskan dal=m bentuk pertanyaan-pertanyasn se-
b gai berikut :

1. Bagaimana hapusnya hukuman menurut hukum pidans Tslam
dan hukum pidana Incdonesia 7
2. Sejauhmana persumaan dan perbedaan antara kedua hukum

ddlam masalah tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sej~lan dengan pernyatean-pernyataan diatas, maka
tujuan studi ini adalah untuk :
1. Mengetshui bagaimana penghapusen hukuman itu menurut hu-
kum pidana Islam dan menurut hukum pidana Indonesina.
2. Mengetahul sejauhmana persamaan dan perbedaan penghapussn

hukuman menurut hikum pidena Islam dan KUHP.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini dihapapkan berguna sekurang-kurang-
nya untuk dua hal, yaitu :
1. Sebagai sumbangan khusanah keilmuan tentang hukum pidana

pada khususnya yang berkaitan dengan masalah penghapusan



nukuman dalom hukum pidana Islam maupun dalam hukum
pidana Indonesia.

2. Sebagai bahan kajian untuk penélitisn ilmiah selanjutnya
terutams terhadap penulisan karya tylis ilmiah veng

relevan dengsn tema ini.

[op}

Tennik Tenggalian Data

Karena penelitinn yeng dipaxai d«lam hal ini me-
rupa<an library research, maka tehnik penggalian datanya
menggunakan studi kepustakaan yaiyu dengan jalan membaca.
buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang
akan dibahas, bailk yang berasal dari buku-buku hukum

pidana Islam maupun dari hukum pidana Indonesia.

H, Aetdode Pembahasan

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan
akan diannlisa secara kualitatif dengan metode antara lain :
1. Metode deskriptif yaitu suatu metode dengan cara menutur-

kan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul

N

Metode komparasi yaitu cara berfikir yang membandingkan
data yang satu dengan data yang lainnya dalam hal ini

datn diperoleh dari hukum Islam dan hukum pidana.

I, Sitewatika Pembrhasan

Sistem tika pembahasa ini terbagi:menjadi beberapa
bab, voitu

Baop T : Merup=kan bab pendahuluan yang meliputi latar-



Bab II

Bab TIII

Bab IV

Bab V

-
-

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasc n
masalah, perumusan masalah, tujuan studi, keguna-
an studi, tehnik penggalian data, metode pembahe-
san danbsistematika pembahasan.

Tinjauan umum tentang uqubah atau hukuman menurut
huxum Islam dan menurut hukum pidana Indonesia,
yang meliputi pengertian uqubah, macam-macam uque
bah, sumberhukum dan unsur-unsur uqubah, tujuan
uaubah, pengertisn hukuman, macam-magan hukuman,
sumber hukum dan unsur-unsur hukuman dan tujuan
hukuman .

Deskripsi penghapusan hukuman menurut hukum Islam
dan KuUUP, yamg meliputi pengertian penghapusan
uqubah, alasan-alasan penghapusan uqubah, penger-
tian penghapusan‘hukuman, alasan-alasan penghapu-
san hukuman.

Komparasi penghapusan hukuman menurut hukum Islam
denga KUHP yamg meliputi persamaan, perbedaan an-
tara hukum pidana Islam dan KUHP;

Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan

sareaen,
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